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Abstrak 
Penetapan batas maritim suatu negara pantai dengan negara yang berhadapan 
maupun negara yang berdampingan tentunya perlu untuk segera diselesaikan. 
Begitu juga dengan Negara Indonesia yang merupakan negara pantai. Penetapan 
batas maritim akan membawa konsekuensi kepada yurisdiksi, hak berdaulat dan 
kedaulatan suatu negara. Demikian juga dengan penetapan batas maritim antara 
Negara Indonesia dan Negara Malaysia di Kawasan Ambalat perlu dilakukan 
serangkaian tindakan-tindakan atau langkah-langkah yang mengarah kepada 
penyelesaian sengketa, mengingat Kawasan Ambalat termasuk ke dalam 
Kedaulatan Negara Indonesia dan pada sisi lain Negara Malaysia sudah 
melakukan tindakan yang menyimpang. 
Kata kunci : Sengketa, Ambalat 
A. Pendahuluan 
Indonesia sebagai negara kepulauan tentunya .memiliki perairan yang berbatasan 
langsung dengan negara tetangga, ini berarti bahwa Indonesia harus segera menetapkan 
batas maritim dengan negara-negara tetangga, hal ini sangat penting untuk segera 
diwujudkan, karena berkaitan dengan penegakan kedaulatan dan hukum di wilayah 
yurisdiksi Indonesia di laut, pengelolaan sumber kekayaan alam dan pengembangan 
ekonomi kelautan serta untuk mencegah terjadinya sengketa tentang penetapan batas 
maritim. Saat ini yang masih menjadi sengketa perbatasan maritim adalah penentuan garis 
batas laut teritorial Indonesia di kawasan Ambalat dengan Malaysia. 
Perbatasan maritim Indonesia yang berdampingan dengan Malaysia berada di 3 (tiga) 
tempat, yaitu : 
1. Garis batas laut wilayah yang terletak di Selat Malaka antara Indonesia dan Malaysia, 
terutama pada bagian yang sempit, sebagai implementasi dari penentuan batas wilayah 
laut masing-masing negara sejauh 12 mil laut yang diukur dari garis pangkal dan 
Ida Kurnia,S.H.,M.Hum. Dosen Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Jakarta, 
sedang menempuh studi Program doktor pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. 
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sesuai dengan Konvensi Hukum Laut Internasional 1982. Kesepakatan ini disetujui 
oleh kedua negara pada tanggal 17 Maret 1970 di Kuala Lumpur (Sudjatmiko dan 
Rusdi Ridwan, Batas-Batas Maritim Antara Republik Indonesia dengan Negara 
Tetangga : 2004: 91). Diratifikasi dengan UU No. 2/ 1971 tanggal 10 Maret 1971, LN 
1971/ 16, TLN 1971/ 2957. 
2. Garis batas landas kontinen antara Indonesia dan Malaysia terletak di Selat Malaka, 
Laut Cina Selatan di sebelah timur Malaysia Barat dan Laut Cina Selatan bagian timur 
di lepas pantai Serawak, ditandatangani pada tanggal 27 Oktober 1969 di Kuala 
Lumpur. Diratifikasi dengan Keppres No. 89/ 1969, tanggal 5 November 1971, LN 
1969/ 54. 
3. Penetapan batas laut wilayah di Laut Sulawesi. 
Perundingan batas laut di Laut Sulawesi antara Indonesia dan Malaysia telah 
berlangsung dari tahun 1960an sampai sekarang. Perundingan sempat terhenti karena 
belum jelas status kepemilikan Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan. Yang pada akhirnya 
kedua negara membawa penyelesaian sengketa kepemilikan Pulau Sipadan dan Pulau 
Ligitan ke Mahkamah Internasional, dengan menandatangani Special Agreement For 
the Submission to the International Court of Justice on the Dispute Between Indonesia 
and Malaysia Concerning the Sovereignty Over Pulau Sipadan and Pulau Ligitan di 
Kuala Lumpur 31 Mei 1997 dan diserahkan kepada Mahkamah Internasional melalui 
Joint Letter, kemudian diputuskan oleh Mahkamah Internasional melalui Press Release 
39/2002 tanggal 17 Desember 2002, yang memutuskan kepemilikan kedua pulau 
tersebut menjadi milik Malaysia. 
Setelah selesainya kasus kepemilikan kedua pulau, yaitu Pulau Sipadan dan Pulau 
Ligitan, timbul masalah baru, yaitu penentuan garis batas laut teritorial Indonesia bagian 
timur Kalimantan Timur (.kawasan Ambalat ). Masalah perbatasan antara Indonesia dan 
Malaysia di kawasan Ambalat muncul sebenarnya sudah melalui proses yang relatif 
panjang, yaitu pada tahun 1969 sudah mulai diadakan perjanjian tentang garis batas landas 
kontinen, yang terletak di Selat Malaka, Laut Cina Selatan di sebelah timur Malaysia Barat 
dan Laut Cina Selatan bagian timur di lepas pantai Serawak, kemudian sampai pada 
puncaknya, yaitu setelah Malaysia melalui perusahaan minyaknya, Petronas, memberikan 
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hak eksplorasi kepada perusahaan Shell untuk melakukan eksplorasi di wilayah perairan 
laut di sebelah timur Kalimantan Timur yang diberi nama Blok ND 6 (Y) dan ND 7 (Z). 
Mencuatnya kasus Ambalat kepermukaan, seperti telah diungkapkan di atas tentunya 
sudah melalui proses yang cukup lama dan disiapkan secara matang oleh Malaysia serta 
tidak dapat dipungkiri bahwa kasus Ambalat adalah suatu kejutan yang sudah terjadi, 
karena Malaysia secara tegas menyatakan bahwa "Ambalat " adalah hak milik mereka dan 
sudah dijual kepada perusahaan asing. 
B. Permasalahan 
Tindakan—tindakan apa yang dapat dilakukan oleh Indonesia dalam rangka 
"mengembalikan" kawasan Ambalat ? 
C. Pembahasan 
Indonesia dan Malaysia dihadapkan pada permasalahan Ambalat, adapun letak 
wilayah perairan Ambalat di sebelah timur Kalimantan Timur yang terletak pada 118.2558 
Bujur Timur — 118.254167 Bujur Timur, 2.56861 Lintang Utara — 3.79722 Lintang Utara, 
sudah sejak dulu diklaim sebagai bagian dari wilayah Perairan Indonesia. Secara hukum 
dasar yang dapat digunakan oleh Indonesia atas kepemilikan wilayah tersebut adalah 
Netherland and British Boundary Treaty in the Island of Borneo 1891. Dalam Pasal IV 
Treaty 1891, berbunyi: 
From 4°10' north latitude on the last coast the boundary-line shall be continued east 
ward a long that parallel a cross the island of Sebatik, that portion on the island 
situated on the north of that parallel shall belong unreservedly to the British North 
Borneo Company, and the portion south of that parallel to the Netherland. 
Hal ini berarti dari 4°10' lintang utara ditarik garis pantai paralel sampai memotong Pulau 
Sebatik, dan setelah memotong Pulau Sebatik ditarik lagi sepanjang 3 mil laut parallel dan 
pada saat itu pula Belanda sudah melakukan penegakan hukum. 
Apabila mengacu pada Advice of the Council of Netherland 10 November 1922, yang 
berbunyi : 
"Also in the view of the Netherland Indies the sea boundaries must be formed by a 
line on coast point of the land boundary and drawn straight on the latter boundary. 
This is certainly the most fair and best defendable solution", 
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Dan sesuai peraturan kolonial Territoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonnantie 
1939, panjangnya 3 mil laut, bahkan apabila mengacu kepada KHL 1982 yang telah 
diratifikasi oleh Indonesia, maka dapat ditarik sampai 12 mil laut sebagai laut teritorial. 
Kemudian pada peta yang dikeluarkan oleh Malaysia yang merupakan klaim secara 
sepihak pada tahun 1979, menarik garis yang tidak berpatokan kepada suatu dasar yang 
jelas, dan pada awal penetapan peta tersebut mendapat banyak protes dari negara—negara 
lain termasuk Indonesia atau dapat dikatakan bahwa peta ini ditetapkan secara sepihak dan 
dipandang kontroversial karena tidak mengindahkati garis batas negara-negara lain di 
sekitarnya, yang berakibat memasukkan beberapa bagian wilayah laut negara lain ke 
dalam wilayah Malaysia, sehingga peta tersebut tidak mengikat dan tidak membawa 
dampak hukum bagi negara lain, termasuk Negara Indonesia. 
Dengan demikian jika dikembalikan kepada cara pembagian laut teritorial, maka 
dapat didasarkan pada Pasal 12 Konvensi Jenewa 1958 tentang Hukum Laut yang 
berbunyi : 
I. Where the coasts of two States are opposite or adjacent to each other, neither of the 
two State is entitled, failing agreement between them to the contrary, to extend its 
territorial sea beyond the median line every point of which is equidistant from the 
nearest points on the baselines from which the breadth of the territorial seas of each of 
the two States is measured. The provisions of this paragraph shall not apply, however, 
where it is necessary by reason of historic title or other special circumstances to 
delimit the territorial seas of the two States in a way which is at variance with this 
provision. 
2. The line of delimitation between the territorial seas of two States lying opposite to each 
other or adjacent to each other shall be marked on large-scale charts officially 
recognized by the coastal States. 
Ataupun dapat juga ditundukkan pada Pasal 15 KHL1982 (karena Indonesia dan 
Malaysia telah meratifikasi KHL 1982), yang berbunyi : 
Here the coasts of two States are opposite or adjacent to each other, neither of the two 
States is entitled, failing agreement between them to the contrary, to extend its 
territorial sea beyond the median line every point of which is equidistant from the 
nearest points on the baselines from which the breadth of the territorial seas of each of 
the two States is measured. The above provision does not apply, however, where it is 
necessary by reason of historic title or other special circumstances to delimit the 
territorial seas of the two States in a way which is at variance therewith. 
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Kemudian Pasal 11 Konvensi Jenewa 1958 tentang Hukum Laut, yang berbunyi : 
1. A low-tide elevation is a naturally formed area of land which is surrounded by and 
above water at low-tide but submerged at high .tide. Where a low-tide elevation is 
situated wholly or partly at a distance not exceeding the breadth of the territorial sea 
from the mainland or an island, the low water line on that elevation may be used as the 
baseline for measuring the breadth of the territorial sea. 
2. Where a low-tide elevation is wholly situated at a distance exceeding the breadth of the 
territorial sea from the mainland or an island, it has no territorial sea of its own. 
Hal serupa diatur didalam Pasal 47 (4) KHL 1982, yang berbunyi : 
Such baselines shall not be drawn to and from low-tide elevations, unless lighthouses 
or similar installations which are permanently above sea level have been built on them 
or where a low-tide elevation is situated wholly or partly at a distance not exceeding 
the breadth of the territorial sea from the nearest island. 
Kemudian Pasal 13 KHL 1982 yang menyatakan : 
1. A low-tide elevation is a naturally formed area of land which is surrounded by and 
above water at low tide but submerged at high. tide. Where a low-tide elevation is 
situated wholly or partly at a distance not exceeding the breadth of the territorial sea 
from the mainland or an island, the low-water line on that elevation may be used as 
the baseline for measuring the breadth of the territorial sea. 
2. Where a low-tide elevation is wholly situated at a distance exceeding the breadth of the 
territorial sea from the mainland or an island, it has no territorial sea of its own. 
Menurut Bapak Adi Sumardiman, jarak antara Pulau Sebatik dengan Karang 
Unarang kurang dari 12 mil laut (kira-kira 11 mil laut) dan jarak antara Karang Unarang 
sampai dengan Pulau Sipadan sekitar 33 mil laut, hal ini berarti dari Karang Unarang dapat 
ditarik garis pangkal untuk mengukur lebar laut teritorial Negara Indonesia selebar 12 mil 
laut. 
Kondisi yang kini terjadi di kawasan Ambalat inipun tidak dapat dilepaskan dari 
perebutan Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan. Berdasarkan Putusan Mahkamah Internasional 
tanggal 17 Desember 2002 tentang Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan, memutuskan hak 
kepemilikan kedua pulau tersebut kepada Malaysia. Walaupun demikian, menurut Hakim 
Shigeru Oda dari Mahkamah Internasional, kedua pulau tersebut tidak dapat dijadikan 
Malaysia sebagai dasar penetapan landas kontinennya dengan Indonesia. Pendapat Hakim 
Shigeru Oda tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 121 (3) KHL 1982, yang berbunyi : 
Rocks which cannot sustain human habitation or economic life of their own shall 
have no exclusive economic zone or continental shelf 
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Ketentuan KHL 1982 ini secara tidak langsung telah membatalkan dasar klaim dari 
Malaysia tersebut. 
D. Kesimpulan 
Jadi kawasan Ambalat merupakan laut wilayah Indonesia, maka prinsipnya disini 
adalah kedaulatan. Seperti telah diketahui bahwa wilayah negara mempunyai arti yang 
sangat penting, karena tidak hanya merupakan tempat berdaulat dari suatu negara dalam 
melaksanakan pemerintahannya, tetapi juga merupakan salah satu unsur pokok dari 
diakuinya suatu negara sebagai subjek hukum internasional. Disamping itu laut dalam hal 
ini laut wilayah mempunyai arti kesatuan wilayah yang meliputi dua aspek utama, yaitu 
aspek keamanan dan aspek kesejahteraan. Oleh karena itu baik penetapan batas-batas 
terluar maupun garis batas wilayah dan yurisdiksi negara di laut dengan negara-negara 
tetangga yang berbatasan perlu segera dilaksanakan dalam rangka untuk memperoleh 
kepastian hukum. 
Sehingga dengan mengacu pada Skala prioritas tersebut di atas, maka tindakan-
tindakan yang dapat dipersiapkan oleh Negara Indonesia adalah: 
1. Perundingan dengan mendasarkan kepada aturan-aturan hukum yang berlaku. 
2. Perundingan yang lebih mengarahkan kepada penyelesaian secara diplomasi, yaitu 
mengembalikan ke posisi masing-masing negara atas klaimnya di kawasan Ambalat. 
3. Perundingan kedua negara dalam rangka menyepakati jalan keluar dari klaim tumpang 
tindih, yang berarti menyepakati solusi tapal batas. 
4. Perundingan untuk melakukan pengelolaan bersama. 
5. Membawa sengketa ke forum penyelesaian sengketa, seperti Mahkamah Internasional. 
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